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MEDIA PEMBENTUK REALITAS

* Teori Walter Lippmann

Media memiliki fungsi pembentukan makna pada massa/khalayak.
Interpretasi media dapat mengubah pandangan masyarakat
terhadap suatu realita yang akhirnya akan turut mengubah realita itu
sendiri

Realita Khalayak




MODEL HUBUNGAN MEDIA

KHALAYAK
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Fiske, John. 2010. Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif, Him. 30-31.

Studi Nielsen pada tahun 2018 menyatakan rata-rata masyarakat Indonesia
menghabiskan waktunya untuk menonton TV selama 5 jam per hari



CONTOH PEMBERITAAN KASUS CORONA

BREAKING NEWS

PASCATEMUAN 2 WNI TERJANGKIT CORONA

Terawan Agus Putranto ' Menteri Kesehatan Rl

“Sumber gambar: Kéi’npas.com

Pengumuman Pasien 1 & 2 Corona
https://www.youtube.com/watch?v=E3awGck2B2w

Corona tidak dianggap masalah serius

Warga menganggap remeh kasus corona
Warga sulit diatur untuk tidak keluar rumah
Warga sulit terapkan social distancing

* Menteri Kesehatan Terawan Agus Purtanto
Menanggapi ‘Santai’ Kasus Pasien Positif
Coronal &2


https://www.youtube.com/watch%3Fv=E3awGck2B2w

CONTOH PEMBERITAAN KASUS CORONA

Sumber gambar: detik.

* Pemberitaan jumlah pasien positif corona terus

bertambah * Corona menjadi masalah serius

* Pemerintah tunjuk jubir penanganan kasus * Warga mulai ikuti imbauan pemerintah
Covid-19 Achmad Yurianto untuk gunakan masker

* Penerapan social distancing dan PSSB * Warga terapkan social distancing
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah - Warga laksanakan kampanye #dirumahsaja

kota di Indonesia



TEMA PELAPORAN MENDALAM

Pelaporan mendalam menjadi penting peranannya karena
merupakan konfirmasi lanjutan dan pemetaan masalah terhadap
suatu kasus.
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KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA
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n M KAVLING POLITIK

NKRI
Legislatif Eksekutif Yudikatif
Presiden, |_
|— AT |— Wapres & MA, MK & KY
DPD :
Menteri
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TUGAS LEMBAGA NEGARA

* Legislatif (MPR/DPR/DPD) adalah Lembaga negara
yang bertugas membuat rancangan dan
mengesahkan UU

 Eksekutif (Presiden/Wapres/Menteri) adalah
Lembaga negara yang bertugas untuk menjalankan
fungsi pemerintahan

* Yudikatif (MA/MK/KY) adalah Lembaga negara
yang bertugas mengawal, mengawas dan memantau
proses pembentukan dan penetapan UUD, serta
pengawas penegakan hukum di sebuah negara




PARTAI POLITIK

NOMORURUT PARPOL
PESERTA PEMILU

14 PARTAI POLITIK YANG LOLOS VERIFIKASI
FAKTUAL TELAH MENDAPATKAN NOMOR URUT
PESERTA PEMILU 2019. PENGUNDIAN NOMOR ITU

DILAKUKAN DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN
UMUM, JAKARTA, MINGGU (18/2/2018).

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA

PDI PERJUANGAN PARTAI NasDem

PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN PARTA) GOLKAR PARTAI NASDEM PARTAI GARUDA

PARTAI KEADILA

SEJAHTERA PARTAI PERINDO

\}
PERSATUAN INDONESIA

PARTAI BERKARYA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI PERINDO PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

14

PARTAI HANURA PARTAI DEMOKRAT

KOMPAS

Ty PAN

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PARTAI AMANAT NASIONAL




KAVLING KEAMANAN

* KEMENTERIAN PERTAHANAN

* TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA); ANGKATAN
DARAT, LAUT DAN UDARA

* POLRI (KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)

Sumber gambar:
Republika.com




KAVLING HUKUM

Hierarki perundang-undangan di Indonesia merujuk
pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 :

* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

* Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

* Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;

* Peraturan Pemerintah;

* Peraturan Presiden;

e Peraturan Daerah Provinsi; dan

* Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f

JAWABLAR PERTANYAAN BERIKUT:

 Siapakah ketua MPR & DPR?

 Siapakah Panglima TNI?

 Siapakah Kapolri?

* Siapakah Ketua Mahkamah Agung (MA)?

* Siapakah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)?




SU TERKAIT POLITIK, HUKUM &
CEAMANAN

POLITIK

* HUBUNGAN DEMOKRAT & PDI-P PASCA GAGAL KONSOLIDASI
* POLITIK BALAS BUDI, GIBRAN JADI CALON WALIKOTA SOLO?
* PRAKTIK MONEY POLITIK YANG TAK KUNJUNG SELESAI

* FREEPORT VS PEMERINTAH

KEAMANAN
* SEKTOR PERTAHANAN RI KURANG DANA?
 KEPULAUAN NATUNA DICAPLOK CINA

* KISRUH ANGGOTA TNI/POLRI YANG SERING KALI CEK COK DI
‘JALANAN’




SU TERKAIT POLITIK, HUKUM &
CEAMANAN

HUKUM

* UU SAPU JAGAT - OMNIBUS LAW & UU KETAHANAN
KELUARGA

* UU ‘PELEMAHAN’ KPK

« HADAPI CORONA TEGAL LOCKDOWN! (Kebijakan
tumpang tindih)

Contoh:
POLEMIK OMNIBUS LAW
https://www.youtube.com/watch?v=ADQhfsi881I



https://www.youtube.com/watch%3Fv=ADQhfsj881I

LATIHAN

Carilah masing-masing satu kasus dari sektor Politik,
Hukum dan Keamanan yang menurut Anda layak untuk
dibuatkan pelaporan mendalamnya! Mengapa
demikian? Jelaskan kasusnyal!




SUMBER
BERITA
POLHUKAM

1. Kuasal
kontroversi/
kasus/
nermasalahan
2 el
nenanggung
jawab dan
patasannya
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